
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

ZEE adalah suatu daerah diluar dan berdampingan 
dengan laut territorial yg tunduk pada rejim hukum 

khusus yang ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan 
yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-

kebebasan negara lain.

( BAB V pasal 55)





WILAYAH KEDAULATAN DAN HAK 

BERDAULAT NEGARA DI LAUT

WILAYAH KEDAULATAN

◼ Perairan Pedalaman 

◼ Perairan Kepulauan

◼ Laut Teritorial

WILAYAH HAK BERDAULAT

◼ Zona Tambahan

◼ Zona Ekonomi 
Eksklusif

◼ Landas Kontinen
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1. LAUT TERITORIAL - Hak kedaulatan
- Kedaulatan Mutlak
- Kegiatan Asing Minta Izin

2. ZONA TAMBAHAN – Hak berdaulat BUKAN Hak kedaulatan
- Berdaulat di beberapa aspek terkait pengawasan untuk :

mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, 
fiscal, imigrasi

3. ZEE dan LANDAS KONTINEN
- Hak berdaulat BUKAN Hak kedaulatan

- Berdaulat di bidang eksploitasi & eksplorasi SDA
- Hak negara lain ada : Hak navigasi dan hak pemasangan kabel laut/pipa, 
dsb

TERDAPAT PERBEDAAN MENDASAR ANTARA KEDAULATAN 
DAN HAK BERDAULAT

Di LAUT LEPAS (high seas), pada wilayah ini tidak ada kedaulatan maupun
hak berdaulat negara pantai.

HAK-HAK  NEGARA DI ZONA MARITIM 



HAK-HAK, YURISDIKSI DAN 

KEWAJIBAN NEGARA PANTAI DI ZEE

1. Hak Berdaulat :
eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan
SDA baik hayati maupun non hayati dari perairan diatas
dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya.

2. Yurisdiksi berkenaan dengan :
a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi  dan

bangunan.
b. Riset ilmiah kelautan.
c.  Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

3. Hak dan kewajiban lain sbgmn diatur dlm konvensi ini
( Pasal 56)



HAK-HAK DAN KEWAJIBAN 
NEGARA LAIN DI ZEE.

◼ Semua negara, baik berpantai maupun tak 
berpantai menikmati hak kebebasan-
kebebasan pelayaran dan penerbangan, 
serta kebebasan meletakan kabel dan pipa
dibawah laut dan penggunaan laut lainnya 
yg syah, seperti pengoperasian kapal, 
pesawat udara, kabel dan pipa serta hak 
lainnya yang sejalan dengan ketentuan-
ketentuan lain di konvensi ini.



PULAU BUATAN, INSTALASI DAN 

BANGUNAN DI ZEE             
(pasal 60)

Negara Pantai mempunyai hak :
1. Hak eksklusif untuk membangun dan 

menguasakan.
2. Hak yurisdiksi, termasuk  yurisdiksi yg ber kaitan 

dengan per Uuan bea cukai, fiskal, kesehatan 
dan imigrasi.

3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya.
4. Menetapkan zona keselamatan.
5. Pembangunan hrs memperhatikan alur laut
6. Pulau buatan, instalasi dan bangunan di ZEE 

tidak mampunyai status PULAU.



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN NEGARA 
PANTAI DALAM PENGELOLAAN ZEE

1. Konservasi sumber kekayaan hayati (psl.61)

2. Pemanfaatan sumber kekayaan hayati (psl.62)

3. Persediaan jenis ikan yg terdpt di ZEE dua 
neg.Pantai atau lebih,serta dizona yg berdekatan 
(psl.63)

4. Jenis ikan yg bermigrasi jauh (psl 64).

5. Mamalia laut (psl 65)

6. Persediaan Jenis ikan anadrom (psl 66)

7. Jenis ikan catadrom (psl 67)

8. Jenis Sedenter (psl 68)



HAK NEGARA-NEGARA TAK BERPANTAI

1. Hak berperan serta atas dasar keadilan

2. Persyaratan dan cara peran serta melalui 
perjanjian bilateral, sub-regional, regional.

3. Penetapan pengaturan yg adil berdasarkan 
perjanjian tsb.

4. Negara maju tak berpantai.



HAK NEGARA YANG SECARA GEOGRAFIS TAK 
BERUNTUNG 
(GEOGRAPHICALLY DISADVANTAGED STATES – GDS)

1. Hak untuk berperan serta atas dasar 
keadilan

2. GDS:  negara pantai termasuk negara yg 
berbatasan dengan laut tertutup atau 
setengah tertutup, yg secara geografis 
membuatnya tergantung pada ZEE negara 
lain.

(pasal 70)


